
B U P A T I P A C I T A N 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 67 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

K O D E E T I K PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
daerah yang efektif, efisien, t ransparan, terbuka, bersaing, 
adi l dan akuntabe l d i l ingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pacitan, per lu adanya kode et ik bagi penyelenggara 
pengadaan barang/jasa; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Kode Et ik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa d i 
L ingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i 
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852); 

2. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur Sipi l 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan J iwa Korps Dan Kode Et ik Pegawai Negeri Sipi l 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4450); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 T a h u n 2010 tentang 
Dis ip l in Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5135); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipi l (Lembaran Negara Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6037) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2020 (Lembaran Negara T a h u n 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia T a h u n 2018 Nomor 33); 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Un i t Kerja Pengadaan Barang/Jasa d i 
L ingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten / Kota; 

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 14 T a h u n 2018 tentang Un i t Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa; 

10. Peraturan Bupa t i Nomor 30 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG K O D E E T I K 
PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pacitan. 
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah L ingkup 

Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pacitan adalah Un i t Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa yang selanjutnya dis ingkat UKPBJ yang 
bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa 
pemer intah Kabupaten Pacitan. 

7. Kode Et ik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang 
adalah pedoman sikap, per i laku, perbuatan, tu l i san dan 
ucapan pegawai da lam melaksanakan tugas dan fungsi 
pengadaan barang/jasa. 

8. Pejabat Pembuat Komi tmen yang selanjutnya dis ingkat PPK 
adalah pejabat yang diber i wewenang oleh PA/KPA u n t u k 
mengambil keputusan dan/atau t indakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 

9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/personil yang bertugas melaksanakan pengadaan 
langsung, penun jukan langsung, dan/atau E Purchasing. 



10. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja 
merupakan t i m yang d i te tapkan oleh kepala UKPBJ yang 
terd i r i atas Penyelenggara Pengadaan a tau Pejabat 
Fungsional Penyelenggara Pengadaan yang ber t indak 
sebagai pan i t ia pengadaan yang bertugas u n t u k 
melaksanakan pemi l ihan penyedia barang/jasa. 

11. Pejabat Pemeriksa Hasi l Pekerjaan yang selanjutnya 
dis ingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/ personil yang bertugas memeriksa adminis tras i 
hasi l pekerjaan pengadaan barang/ jasa. 

12. Panitia Pemeriksa Hasi l Pekerjaan yang selanjutnya 
dis ingkat PPHP adalah t i m yang bertugas memeriksa 
adminis tras i hasi l pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

13. Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat 
fungsional yang diber i tugas, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang u n t u k 
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa. 

14. Majelis Pert imbangan Kode E t ik Penyelenggara Pengadaaan 
Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pert imbangan 
Kode Et ik adalah komite yang bertugas me lakukan 
penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran 
kode etik. 

15. Integritas adalah kemampuan seseorang u n t u k bert indak 
sesuai dengan n i la i , no rma dan et ika da lam organisasi. 

16. Profesionalitas adalah n i l a i dasar yang mengutamakan 
keahl ian yang ber landaskan kode et ik dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

BAB II 

NILAI DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Ni lai dasar Penyelenggara pengadaan barang/jasa adalah: 

a. Integritas; dan 
b. Profesionalitas. 

(2) Peraturan Bupa t i i n i d imaksudkan sebagai pedoman 
per i laku bagi Penyelenggara pengadaan barang/jasa da lam 
menja lankan profesinya. 

(3) Peraturan Bupa t i i n i be r tu juan u n t u k menjaga martabat , 
kehormatan, c i t ra dan kredib i l i tas penyelenggara 
pengadaan barang/jasa dengan bert indak j u j u r , mand i r i , 
t idak berp ihak dan penuh rasa tanggung jawab 
berdasarkan pera turan perundang-undangan. 

BAB I I I 

PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 3 

Penyelenggara pengadaan barang/jasa terd i r i dar i : 
a. PPK; 
b. pejabat pengadaan; 
c. personil UKPBJ; 
d. PjPHP; dan 
e. PPHP. 



BAB IV 
PRINSIP K O D E E T I K 

Pasal 4 

Penyelenggara pengadaan barang/jasa da lam melaksanakan 
tugasnya wajib menerapkan pr ins ip sebagai ber ikut : 
a. efisien, bahwa pengadaan barang/jasa harus d iusahakan 

dengan menggunakan dana dan daya yang m i n i m u m u n t u k 
mencapai kua l i tas dan sasaran dalam wak tu yang 
d i te tapkan a tau menggunakan dana yang telah d i te tapkan 
u n t u k mencapai hasi l dan sasaran dengan kua l i tas yang 
maks imum; 

b. efektif, bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan 
kebu tuhan dan sasaran yang telah d i te tapkan serta 
member ikan manfaat yang sebesar-besarnya; 

c. t ransparan, bahwa semua ke tentuan dan informasi 
pengadaan barang/jasa bersifat je las dan dapat d ike tahu i 
oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh 
masyarakat pada u m u m n y a ; 

d. terbuka, bahwa pengadaan/jasa dapat d i i k u t i oleh semua 
penyedia barang/jasa yang memenuh i persyaratan atau 
kr i ter ia te r tentu berdasarkan ke tentuan dan prosedur yang 
jelas; 

e. bersaing, bahwa pengadaan barang/jasa harus d i l akukan 
mela lu i persaingan yang sehat d iantara sebanyak m u n g k i n 
penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi 
persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang 
d i tawarkan secara kompet i t i f dan t idak ada intervensi yang 
mengganggu terc iptanya mekanisme pasar da lam pengadaan 
barang/jasa; 

f. adi l , bahwa penyelenggara pengadaan barang/jasa 
member ikan per lakuan yang sama bagi semua calon 
penyedia barang/jasa dan t idak mengarahkan u n t u k 
member ikan keun tungan kepada p ihak ter tentu dan tetap 
memperhat ikan kepentingan masyarakat d i atas segalanya; 
dan 

g. akuntabe l , bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
harus sesuai dengan a t u r a n dan ketentuan yang terkai t 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

B A B Y 
KEWAJIBAN 

Pasal 5 

Kewajiban penyelenggara pengadaan barang/jasa da lam 
melaksanakan pengadaan barang/jasa antara la in: 
a. melaksanakan tugas secara ter t ib , disertai rasa tanggung 

jawab u n t u k mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan 
t u j u a n pengadaan barang/jasa; 

b. bekerja secara profesional dan mand i r i , serta menjaga 
kerahasiaan informasi yang m e n u r u t sifatnya ha rus 
d i rahas iakan u n t u k mencegah terjadinya penyimpangan 
dalam pengadaan barang/jasa; 

c. t idak saling mempengaruhi ba ik secara langsung m a u p u n 
t idak langsung yang berakibat terjadinya persaingan t idak 
sehat; 



d. mener ima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 
yang d i te tapkan sesuai dengan kesepakatan ter tu l is p ihak 
yang terkait ; 

e. menghindar i dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan p ihak yang terkai t , baik secara langsung 
m a u p u n t idak langsung yang berakibat persaingan usaha 
t idak sehat da lam pengadaan barang/jasa; 

f. menghindar i dan mencegah pemborosan dan kebocoran 
keuangan daerah; dan 

g. menghindar i dan mencegah penyalahgunaan wewenang; 

BAB VI 
LARANGAN 

Pasal 6 

Setiap penyelenggara pengadaan barang/jasa da lam 
melaksanakan tugas di larang: 
a. meminta dan/atau mener ima imba lan da lam bentuk 

apapun dar i Penyedia Barang/Jasa, kuasa a tau waki lnya 
baik langsung m a u p u n t idak langsung atau perusahaan 
yang mempunya i afi l iasi dengan Penyedia Barang/Jasa; 

b. member ikan fakta, data dan informasi yang t idak benar 
dan/atau segala sesuatu yang be lum pasti a tau 
d ipu tuskan ; 

c. menggunakan fasil itas/sarana kantor u n t u k kepentingan 
pr ibadi , kelompok dan/atau p ihak la in ; 

d. me lakukan negosiasi, per temuan dan/atau pembicaraan 
dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wak i lnya baik 
langsung m a u p u n t idak langsung a tau perusahaan yang 
mempunya i afi l iasi dengan penyedia barang/jasa d i luar 
kantor ba ik da lam j a m kerja m a u p u n d i luar j a m kerja; 

e. melaksanakan proses pemi l ihan penyedia barang/jasa 
secara d iskr iminat i f ; 

f. me lakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa yang 
sedang meng ikut i proses lelang; 

g. mengadakan korups i , ko lus i dan nepotisme dengan p ihak 
perangkat daerah dalam pelaksanaan Pengadaan 
barang/jasa; dan 

h . mengucapkan perkataan yang t idak etis dan bersifat 
melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau 
waki lnya baik langsung m a u p u n t idak langsung atau 
perusahaan yang mempunya i afi l iasi dengan penyedia 
barang/jasa a tau masyarakat. 

BAB V I I 

M A J E L I S PERTIMBANGAN K O D E E T I K 

Pasal 7 
(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik d ibentuk 

majelis pert imbangan kode et ik yang d i te tapkan dengan 
Keputusan Bupat i . 

(2) Susunan keanggotaan Majelis Pert imbangan Kode Et ik 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i dar i : 
a. Ketua adalah Inspektur ; 



b. Anggota terd i r i dar i : 
1. Kepala perangkat daerah yang membidangi 

kepegawaian. 
2. Kepala bagian yang membidangi h u k u m . 

[3) Majelis pert imbangan kode et ik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) mempunya i tugas: 
a. me lakukan pengawasan terhadap penyelenggara 

pengadaan dalam melaksanakan kode etik; 
b. mener ima pengaduan/ke luhan dar i penyedia 

barang/jasa, perangkat daerah, dan/atau masyarakat 
terkai t dugaan pelanggaran kode et ik; 

c. me lakukan verif ikasi dan k lar i f ikas i terhadap laporan 
dugaan pelanggaran kode et ik sehubungan dengan 
pengaduan yang d i ter ima; 

d. melaksanakan pemeriksaan atas berkas pengaduan 
yang di ter ima; 

e. melaksanakan pemanggilan terhadap penyelenggara 
pengadaan barang/jasa dan p ihak terkait ; 

f. men indak lan ju t i ada atau t idaknya pelanggaran kode 
et ik oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa; 

g. member ikan sanksi admin is t ra t i f atas pelanggaran 
kode et ik yang d i l akukan oleh penyelenggara 
pengadaan barang/jasa; 

h . membuat rekomendasi dan melaporkan kepada Aparat 
Pengawasan In te rn Pemerintah apabila terhadap 
laporan pelanggaran kode et ik diduga mengandung 
kerugian keuangan Negara; dan 

i . melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupat i . 
(4) Laporan Majelis Pert imbangan Kode Et ik sebagaimana 

d imaksud pada ayat (3) h u r u f g dan h u r u f h , mengenai 
pelanggaran kode et ik penyelenggara pengadaan barang/ 
jasa bersifat rahasia dan terbatas. 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas majelis 
pert imbangan kode et ik sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 7 ayat (3), d iben tuk sekretariat yang berkedudukan d i 
Inspektorat Kabupaten Pacitan. 

(2) Sekretariat majelis per t imbangan kode etik sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), mempunya i tugas: 
a. melaksanakan surat menyurat majelis pert imbangan 

kode et ik; 
b. melaksanakan kegiatan adminis t ras i majelis 

pert imbangan kode etik; 
c. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang majelis 

pert imbangan kode etik; 
d. mempersiapkan p u t u s a n majelis pert imbangan kode 

et ik; 
e. mengars ipkan has i l s idang dan keputusan sidang 

majelis per t imbangan kode etik; 
f. menyusun laporan majelis pert imbangan kode 

et ik; dan/atau 
g. melaksanakem tugas l a in yang d iber ikan oleh majelis 

pert imbangan kode etik. 



BAB V I I I 
PENGADUAN PELANGGARAN K O D E E T I K 

Pasal 9 

(1) Pengaduan d i t u j u k a n kepada ketua Majelis Pertimbangan 
Kode Et ik mela lu i sekretariat Majelis Pert imbangan Kode 
Et ik . 

(2) Pengaduan sebagaimana d imaksud ayat (1) memuat : 
a. identi tas pelapor; 
b. u ra ian masalab yang menjadi dasar laporan; 
0. alat b u k t i ; dan 
d. d i tandatangani oleh pelapor. 

BAB I X 
PEMERIKSAAN 

Bagian Kesatu 
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan 

Pasal 10 

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dar i masyarakat, 
laporan Perangkat Daerah, dan/atau p ihak la in d i luar 
penyelenggara pengadaan barang/jasa d i l akukan dengan 
mekanisme; 
a. pemeriksaan oleh sidang majelis pert imbangan kode 

etik, dengan sekretariat majelis pert imbangan kode etik 
menyusun telaahan atas pengaduan yang d i ter ima dan 
menyampaikannya kepada ke tua majelis pert imbangan 
kode etik; 

b. ke tua majelis pert imbangan kode et ik mengadakan 
rapat majelis pert imbangan kode et ik yang dipers iapkan 
oleh sekretariat majelis per t imbangan kode etik u n t u k 
membahas pengaduan; 

c. rapat majelis per t imbangan kode et ik membahas dan 
membuat kes impulan apakah pengaduan layak atau 
t idak layak d i t indak lan ju t i dengan pemeriksaan; 

d. apabi la t idak layak proses penanganan pengaduan 
d ihent ikan dan d iber ikan penjelasan ter tu l i s yang pa tu t 
kepada p ihak pengadu; 

e. apabi la layak proses penanganan pengaduan 
d i t indak lan ju t i dengan: 
1) pemanggilan para p ihak; 
2) pengumpulan b u k t i ; dan 
3) pemeriksaan b u k t i . 

f. sesuai dengan has i l pemeriksaan dan b u k t i yang ada, 
majelis pert imbangan kode et ik memutuskan dan 
menetapkan ada atau t idak pelanggaran terhadap kode 
et ik; 

g. apabi la d i pu tuskan dan d i te tapkan bahwa telah terjadi 
pelanggaran terhadap kode etik, maka da lam 
putusannya majelis per t imbangan kode et ik harus 
mencan tumkan rekomendasi sanksi admin is t ra t i f yang 
d iber ikan kepada penyelenggara pengadaan barang/jasa 
yang melanggar; dan 

h . Keputusan majelis pert imbangan kode etik d i laporkan 
kepada Bupat i . 



Bagian Kedua 
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan 

Pasal 11 

(1) Pemeriksaan atas dasar t emuan d i l akukan oleh majelis 
pert imbangan kode et ik dengan mekanisme: 
a. ke tua majelis pert imbangan kode et ik mengadakan rapat 

majelis pert imbangan kode et ik yang dipers iapkan oleh 
sekretariat majelis per t imbangan kode etik u n t u k 
membahas hasi l t emuan; 

b. rapat majelis per t imbangan kode et ik membahas dan 
membuat kes impulan apakah hasi l t emuan layak atau 
t idak layak d i t i ndak lan ju t i dengan pemeriksaan; 

c. apabila t idak layak proses penanganan has i l t emuan 
d ihent ikan ; 

d. apabila layak proses penanganan hasi l temusm 
d i t indak lan ju t i dengan pemeriksaan oleh sidang majelis 
pert imbangan kode et ik, dengan: 
1) pemanggilan para p ihak; 
2) pengumpulan b u k t i ; dan 
3) pemeriksaan b u k t i . 

e. sesuai dengan has i l pemeriksaan dan b u k t i yang ada 
majelis pert imbangan kode et ik memutuskan dan 
menetapkan ada a tau t idak pelanggaran terhadap Kode 
Et ik ; 

f. apabila d i pu tuskan dan d i te tapkan bahwa telah tejadi 
pelanggaran terhadap kode et ik maka dalam putusannya 
majelis pert imbangan kode et ik harus mencan tumkan 
rekomendasi sanksi admin is t ra t i f yang d iber ikan; dan 

g. keputusan majelis pert imbangan kode etik d i laporkan 
kepada Bupat i . 

B A B X 
SANKSI 

Pasal 12 

(1) Penyelenggara pengadaan barang/jasa yang melanggar 
ke tentuan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
d iber ikan sanksi adminis t ras i . 

(2) Sanksi adminis tras i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. peringatan l isan; 
b. per ingatan ter tul is ; 
c. pemberhent ian sementara dar i keanggotaan penyelenggara 

pengadaan barang/ jasa; dan 
d. pemberhent ian dar i keanggotaan penyelenggara 

pengadaan barang/ jasa. 
(3) Pemberian sanksi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

d i l akukan oleh Majelis Pert imbangan Kode Et ik . 



BAB X I 
PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tabkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 6 Agustus 2020 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPAfTEN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP. M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716 199202 1 002 

Dite tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 6 - 8 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 6 7 


